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Jumlah tenaga kerja di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan adalah banyaknya●

pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak
dibayar di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.
 Tenaga Kerja adalah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki●

pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang
mencari pekerjaan dikategorikan bekerja
 Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk●

menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola
lingkungan hidupnya. [1] Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam
pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris:
crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak (raising), meskipun cakupannya dapat pula
berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti
pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau
eksploitasi hutan.
 Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan●

hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
 Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau●

media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa
hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta
manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. ?
Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada
umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang
berdekatan, serta lingkungannya.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan●

 Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang kehutanan,●

 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan●

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
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Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah
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UNIT
kepala dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Menengah
KEGUNAAN

untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan dibidang Pertanian, kehutanan, perkebunan
dan perikanan

INTERPRETASI

Menunjukan laju pertumbuhan tenaga kerja dibidang Pertanian,kehutanan,perkebunan dan
perikanan

KETERANGAN

Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian,
namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial
sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor -
sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas
ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2002,
bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun
hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto.

SUMBER

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan
informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data
ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

METODOLOGI

Pertanian / Hortikultura : Pengumpulan data hortikultura dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas
(KCD)/Mantri Tani/Petugas Pengumpul Data Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan metode
perkiraan pengamatan lapang. Pengumpulan data menggunakan daftar register kecamatan dan
daftar isian Survei Pertanian Hortikultura (SPH). Pengumpulan data menjadi tanggung jawab Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isian dokumen SPH dilakukan
oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Hasilnya diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota untuk
diolah. Validasi data dilakukan dalam forum sinkronisasi hasil pengolahan dan pencatatan baik di
tingkat provinsi maupun pusat.

Kehutanan : Metode yang dipakai untuk pengumpulan data statistik perusahaan HPH adalah
pencacahan lengkap (Sensus). Kepada seluruh perusahaan HPH di seluruh Indonesia dikirimkan
Kuesioner VT11-HPH dipakai untuk mendapatkan keterangan yang rinci di lokasi hutan (base camp).
Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (dahulu dinamakan
Mantri Statistik) atau staf BPS Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada bulan Januari - Juni tahun
2012. Sebelum pencacahan, dilakukan updating direktori perusahaan HPH terlebih dahulu.

Perkebunan : Data perkebunan besar dikumpulkan oleh BPS setiap bulan secara lengkap (sensus
bulanan) dengan sistem surat pos. Khusus untuk tanaman kelapa, cengkeh, dan kapok, datanya
diperolehdari Direktorat Jenderal Perkebunan. Data perkebunan rakyat juga diperoleh dari
Direktorat Jenderal Perkebunan.

Penghitungan luas tanaman perkebunan besar adalah pada keadaan akhir tahun dan tidak termasuk
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yang luasnya kurang dari 5 hektar.

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE
Tahunan
LAG DATA

H+1 (Juni)

KEWENANGAN

BPS RI

DOKUMEN

SIPD
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